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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kinerja  

1. Definisi Kinerja  

Prestasi kerja atau kinerja pegawai sangat berkaitan dengan produktivitas 

organisasi. Secara umum kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas waktu, kecakapan, kesungguhan, serta 

pengalaman. Istilah prestasi kerja atau kinerja pegawai mengandung berbagai 

pengertian. 

Menurut Mangkunegara (2016:67) “Istilah kinerja berasal dari kata job 

performance atau Actual Permormanse (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya Mangkunegara”. 

 

Menurut Edison (2016:190) “Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang 

mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan 

atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

Menurut Sutrisno (2016:170) “Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai 

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan 

sesuai dengan moral maupun etika. Dengan kinerja karyawan yang tinggi 

maka kesempatan perusahaan untuk mencapai dan mengoptimalkan 

pencapaian tujuan dapat tercapai sehingga pimpinan perusahaan perlu 

memberikan perhatian dan prioritas atas kinerja karyawan”. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah suatu hasil yang dicapai oleh pegawai dalam mengerjakan tugas atau 

pekerjaannya secara efisien dan efektif dengan indicator terlaksananya semua 

pekerjaan pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi 

aktif individu yang melakukannya. 

 

2. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas. Kualitas kerja karyawan 

dilihat dari berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau 

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati 

bersama.  

Menurut Simanjutak dalam Widodo (2015:133) kinerja dipengaruhi oleh: 

a. Kualitas dan kemampuan pegawai, hal-hal yang berhubungan dengan 

pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental, dan kondisi 

fisik pegawai. 

b. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja 

(keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) dan hal 

yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai (upah/gaji, jaminan 

sosial, keamanan kerja) 

c. Supra sarana, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan 

pemerintah dan hubungan industrial manajemen. 

 

Sedangkan Sedarmayanti dalam Widodo (2015:133), mengungkapkan faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: 

a. Sikap dan mental (motivasi, disiplin kerja, dan etika kerja) 

b. Pendidikan 

c. Keterampilan 

d. Manajemen kepemimpinan 

e. Tingkat penghasilan 

f. Gaji dan kesehatan 

g. Jaminan sosial 
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h. Iklim kerja 

i. Sarana dan prasarana 

j. Teknologi 

k. Kesempatan berprestasi 

 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2015:67) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah: 

a. Faktor Kemampuan (ability) 

Secara psikologis kemampuan (ability) dan kemampuan reality (knowledge 

dan skill) artinya pegawai dengan IQ di atas rata-rata (110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai 

kinerja diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada 

pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

b. Faktor Motivasi 

Motivasi berbentuk sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan 

diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. 

Pada umumnya kinerja personel dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: 

a. Sasaran 

b. Standar 

c. Umpan balik 

d. Peluang 

e. Sarana 

f. Kompetensi 

g. Motivasi 

 

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi 

kinerja meliputi, kualitas dan kemampuan pegawai, disiplin kerja, motivasi 

kerja, serta manajemen kepemimpinan. 

 

3. Pengukuran Kinerja 

Seorang karyawan yang bekerja di suatu organisasi perlu dilakukan penilaian 

dengan tujuan dapat diketahui sejauh mana karyawan tersebut telah 

menjalankan tugasnya, dan sejauh mana kelemahan yang dimiliki untuk diberi 

kesempatan memperbaikinya.  
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Menurut Ricky W. Griffin dalam Irham (2014:67) “Kinerja karyawan 

seharusnya dievaluasi secara berkala karena berbagai alasan. Salah satu alasan 

adalah bahwa penilaian kinerja diperiukan untuk  memvalidasi  alat  

pemilihan  atau   mengukur  dampak  dari program   pelatihan.   Alasan   

kedua   bersifat   administratif,   untuk membantu  dalam   membuat  

keputusan  mengenai  kenaikan  gaji, promosi, dan pelatihan. Alasan yang lain 

adalah untuk menyediakan timbal balik bagi karyawan untuk membantu 

mereka meningkatkan kinerja mereka saat ini dan   merencanakan karierdi   

masa mendatang". 

 

Agar penilaian kinerja pegawai dapat dilakukan secara maksimal maka 

diperlukan pengumpulan data, yaitu salah satunya dengan melakukan 

observasi. 

Untuk melakukan suatu penilaian kinerja dibutuhkan metode penilaian yang 

memiliki tingkat dan analisa yang representatif. Menurut Ricky W. Griffin
 
 

dalam Irham (2014:67) bahwa, dua kategori dasar dari metode penilaian yang 

sering digunakan dalam organisasi adalah metode objektif dan metode 

pertimbangan. 

a. Metode objektif (objective methods) menyangkut dengan sejauh mana 

seseorang bisa bekerja dan menunjukkan bukti kemampuan ia bekerja 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bagi banyak pihak metode 

objektif bisa memberikan hasil yang tidak begitu akurat atau mengandung 

bias karena bisa saja seorang karyawan memiliki kesempatan yang bagus 

maka ia terlihat mampu bekerja dengan sangat baik dan penuh semangat, 

sedangkan ada karyawan yang tidak memiliki kesempatan dan ia tidak 

bisa menunjukkan kemampuannya secara maksimal. 

b. Metode pertimbangan (judgemental methods) adalah metode penilaian 

berdasarkan nilai rangking yang dimiliki oleh seorang karyawan, jika ia 

memiliki nilai rangking yang tinggi maka artinya ia memiliki kualitas 

kinerja yang bagus, dan begitu pula sebalik-nya. Sistem penilaian 

rangking ini dianggap memiliki kelemahan jika seorang karyawan 

ditempatkan dalam kelompok kerja yang memiliki rangking yang bagus 

maka penilaiannya akan mempe-ngaruhi posisinya sebagai salah satu 

karyawan yang dianggap baik, begitu pula sebaliknya jika seorang 

ditempatkan dalam kelompok dengan rangking buruk maka otomatis 

rangkingnya juga tidak bagus.  

 

Menurut Wirawan dalam Irham (2014:68), bahwa "Penilaian kinerja 

dilakukan secara formatif dan sumatif. Penilaian kinerja secara formatif 
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adalah penilaian kinerja ketika karyawan sedang melakukan tugasnya dan 

penilaian dilakukan pada akhir periode penilaian". 

 

Secara khusus Ricky W. Griffin
 
dalam Irham

 
(204:68) mengatakan bahwa, 

"Suatu inovasi terkini dalam penilaian kinerja yang digunakan dalam banyak 

organisasi saat ini disebut timbal balik 360 derajat manajer dievaluasi oleh 

setiap orang di sekitar mereka-atasan mereka, rekan kerja mereka, dan 

bawahan mereka".  

 

Dapat dismpulkan bahwa penilaian kinerja menjadi lebih maksimal, karena 

dinilai dari berbagai sudut pandang, jika dahulu yang menilai hanya atasan 

saja, maka saat ini penilaian juga datang dari bawahan. Sehingga diharap-kan 

berbagai permasalahan bisa dicarikan solusi. 

 

4. Indikator Kinerja  

Pengukuran kinerja pegawai penting dilakukan oleh instansi pelayanan 

publik. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan, hambatan dan 

dorongan, atau berbagai faktor sukses bagi kinerja pegawai serta institusi 

maka terbukalah jalan menuju profesionalisasi, yaitu memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang dilakukan selama ini. 

Menurut Robbins (2014:260) indikator untuk mengukur kinerja karyawan 

secara individu ada lima menurut yaitu: 

a. Kualitas 

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan karyawan. 
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b. Kuantitas  

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

c. Ketepatan waktu  

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hassil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

d. Efektivitas 

Merupakan tingkat pengguanaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, 

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikan hasil 

dari setiap unit dalam pengguanaan sumber daya. 

e. Kemandirian 

Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat 

menjalankan fungsi kerjanya. Komitmen kerja merupakan suatu tingkat 

dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan 

tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 

 

Menurut Mangkunegara (2011:75) menyebutkan indikator dari kinerja 

karyawan adalah sebagai berikut:  

a. Kualitas Kerja  

Seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya 

dikerjakan  

b. Kuantitas Kerja  

Seberapa lama seseorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas 

kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-

masing  

c. Pelaksanaan Tugas  

Seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat 

atau tidak ada kesalahan  

d. Tanggung Jawab  

Kesadaran akan kewajiban melakukan pekerjaan dengan akurat atau tidak 

ada kesalahan 

 

Dari beberapa indikator yang dikemukakan ahli tersebut, peneliti 

menggunakan indikator menurut Robbins dalam menilai kinerja pegawai di 

Pekon Totokarto. Indikator ini digunakan oleh peneliti karena indikator ini 

lebih tepat jika dikaitkan dengan fokus dan rumusan masalah penelitian mulai 
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dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian,  dengan 

begitu akan didapatkan hasil pengukuran kinerja organisasi yang lebih akurat. 

 

 

B.   Pelayanan Administrasi  

1. Pengertian Pelayanan Administrasi 

Pelayanan itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan 

metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai 

dengan haknya. 

 

Pelayanan masyarakat atau pelayanan yang dapat di bentuk sebagai jasa 

pelayanan prima, baik dalam bentuk barang yang pada prinsipnya menjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah 

dan di desa. 

Menurut Sulistio (2009:44) mendenifisikan tiga aspek pelayanan prima yaitu: 

a. Kemampuan profesional. 

b. Kemauan yang teguh sikap yang iklas, tulus senang membantu 

menyelesaikan keluhan. 

c. Kemampuan yang profesional, tercermin dalam pemikiranya yang 

berlainan, perencanaan yang tepat, kerja yang berkualitas, sentuhan yang 

menyenangkan. 

 

Pelayanan prima dalam menangapi keluhan permasalahan pelanggan 

menyelesaikan pekerjaan dengan cepat melayani dan memuaskan kebutuhan 

masyarakat sepertinya halnya dunia swasta. Seperti yang dikatakan oleh Levy 

dalam Sulistio (2009:45), apabila urusan di dunia swasta dapat diselesaikan 
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dengan cepat, maka semestinya begitu juga tentang sikap dari petugas dan 

birokasi artinya birokrasi harus memiliki keluwesan, dan peraturan-peraturan 

yang tidak terlalu ketat serta tidak terlalu banyak pekerjaan arsip. 

Karena itu birokrasi dalam melayani masyarakat harus menghilangkan kesan 

umum terhadap pelayanan dalam menyediakan fasilitas umum dan pelayanan 

yang cepat. Ini semua tidak mudah tetapi harus dipilih guna memberikan 

pelayanan yang terbaik dan tercepat atau ditingalkan, tidak mendapat 

dukungan atau simpati rakyat yang berjuang pada krisis kepercayaan. 

Timbulnya sebuah pelayanan publik dikarenakan adanya kepentingan, dan 

kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik 

yang dilakukan juga ada beberapa macam.  

Berdasarkan keputusan MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/2003 kegiatan 

pelayanan umum atau publik antara lain: 

a. Pelayanan administratif  yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status  

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan 

terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain 

Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat 

Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), 

Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya. 

b. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, 

penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.  

c. Pelayanan jasa Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa 

yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

administrasi adalah  pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen 

resmi yang dibutuhkan oleh publik atau masyarakat. 

 

2. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Administrasi 

Mewujudkan sebuah pelayanan administrasi yang berkualitas tidaklah 

semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang perlu 

dipertimbangkan secara cermat, karena upaya penyempurnaan kualitas 

layanan berdampak signifikan terhadap budaya organisasi secara keseluruhan. 

Menurut Lupiyoadi (2014:217) bahwa terdapat lima dimensi pokok yang 

dikenal dengan SERQUAL (service quality) yang digunakan oleh pelanggan 

untuk menilai satatus kualitas pelayanan, yaitu sebagai berikut: 

a. Berwujud (Tangibles) 

Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada 

pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 

perusahaan yang dapat diandalkan serta keadaan lingkungan sekitarnya 

merupakan salah satu cara perusahaan jasa dalam menyajikan kualitas 

layanan terhadap pelanggan. Dapat meliputi fasilitas fisik (gedung, buku, 

rak buku, meja dan kursi, dan sebagainya), teknologi (peralatan dan 

perlengkapan yang dipergunakan), serta penampilan pegawai. 

b. Keandalan (Reliability) 

Kemampuan perusahaan memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan pelanggan yang tercermin dari ketepatan waktu, pelayanan yang 

sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik dan akurasi 

yang tinggi. 

c. Daya tanggap (Responsiveness) 

Kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat 

dan tepat dengan penyampaian informasi yang jelas. Mengabaikan dan 

membiarkan pelanggan menunggu tanpa alasan yang jelas menyebabkan 

persepsi yang negative dalam kualitas pelayanan. 

d. Jaminan (Assurance) 

Pengetahuan, kesopan-santunan dan kemampuan para pegawai perusahaan 

untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.  

Hal ini meliputi beberapa komponen, antara lain: 
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Komunikasi (Communication), yaitu secara terus menerus memberikan 

informasi kepada pelanggan dalam bahasa dan penggunaan kata yang jelas 

sehingga para pelanggan dapat dengan mudah mengerti apa yang 

diinformasikan pegawai serta dengan cepat dan tanggap menyikapi 

keluhan dan komplain dari para pelanggan. 

Kredibilitas (Credibility), perlunya jaminan atas suatu kepercayaan yang 

diberikan kepada pelanggan, believability atau sifat kejujuran, 

menanamkan kepercayaan, memberikan kredibilitas yang baik bagi 

perusahaan pada masa yang akan datang. 

Keamanan (Security), adanya suatu kepercayaan yang tinggi dari 

pelanggan akan pelayanan yang diterima. Tentunya pelayanan yang 

diberikan mampu memberikan suatu jaminan kepercayaan. 

Kompetensi (Competence) yaitu keterampilan yang dimiliki dan 

dibutuhkan agar dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dapat 

dilaksanakan dengan optimal. 

Sopan santun (Courtesy), dalam pelayanan adanya suatu nilai moral yang 

dimiliki oleh perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

Jaminan akan kesopan-santunan yang ditawarkan kepada pelanggan sesuai 

dengan kondisi dan situasi yang ada. 

e. Empati (Empathy) 

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang 

diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki suatu pengertian 

dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan 

secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi 

pelanggan. 

 
 

3. Pelayanan Publik 

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik atau pelayanan administrasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan 

publik.  

Menurut Ratminto dan Winarsih (2016:11)  bahwa “pelayanan publik atau 

pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, 

baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya 

menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, 

daerah dan lingkungan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat”. 
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Menurut Moenir dalam Hardiansyah (2011:18) mengemukakan bahwa 

pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur 

dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai 

haknya”. 

 

Menurut Ratminto & Winarsih (2016:18) sesuai dengan Keputusan Menteri 

Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mengemukakan 

bahwa “pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. 

 

Menurut Ahmad dalam Mukarom & Wijaya Laksana (2016:41) 

mengemukakan bahwa “pelayanan publik (public service) adalah pelayanan 

atau pemberian terhadap masyarakat berupa penggunaan fasilitas umum, baik 

jasa maupun non jasa yang dilakukan oleh organisasi publik yaitu 

pemerintah”. 

Menurut Kurniawan dalam Mukarom & Wijaya Laksana (2016:43) 

mengemukakan bahwa “pelayanan publik adalah pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 

pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara ditetapkan”. 

 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pelayanan 

Publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh 

birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Maksudnya 

warga pengguna adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, 

seperti pembuatan akte kelahiran, pembuatan KTP, akte nikah, akte kematian, 

sertifikat.  

 

4. Asas Asas Pelayanan Publik 

Asas pelayanan publik merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan 

dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman penilaian kinerja bagi 

setiap lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik. Asas-asas yang 
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dapat dikategorikan sebagai asas-asas umum administrasi publik yang baik ini 

harus bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis-jenis pelayanan yang 

mungkin diselenggarakan secara langsung menyentuh hakikat pelayanan 

publik sebagai wujud dari upaya pelaksanaan tugas pemerintah dalam 

pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak dan atau tugas pelaksanaan 

perintah perundang-undangan. Bersifat adaptif karena asas-asas ini harus 

dapat berfungsi sebagai acuan dalam setiap kegiatan administrasi negara yang 

bersentuhan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat 

umum, baik dibidang administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, ataupun 

kombinasi dari pelayanan-pelayanan tersebut. 

Menurut Hardiansyah (2011:24) pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk 

memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya 

secara niscaya membutuhkan asas-asas pelayanan. dengan kata lain, dalam 

memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus 

memperhatikan asas pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik menurut 

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 sebagai berikut: 

a. Transparansi; bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang memerlukan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas; dapat bertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Partisipatif; mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik dengan memerhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat. 

d. Kondisional; sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

e. Kesamaan Hak; tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, 

ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban; pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

 

Dari asas-asas tersebut terlihat bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik 

ditujukan kepada semua masyarakat termasuk masyarakat dengan kebutuhan 
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khusus, pelayanan publik yang terbaik adalah pelayanan yang dapat menjangkau 

semua elemen masyarakat. Dengan keadaan tersebut pelayanan publik akan 

mempermudah masyarakat dalam aktifitasnya. 

C.   Kerangka Pikir  

Setiap pegawai dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima serta 

berkualitas kepada masyarakat agar kinerja pegawai tersebut dapat dinilai baik 

serta memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat yang memperoleh 

pelayanan tersebut. Dengan adanya indikator kinerja seperti kualitas, kuantitas, 

ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian diharapkan kinerja pegawai dalam 

memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat sesuai yang diharapkan 

masyarakat. Kinerja pegawai berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dalam 

pelayanan administrasi.  Hal ini dapat dilihat dari hasil pelayanan tepat waktu 

tidak terlalu lama menunggu dan jumlah yang dikerjakan banyak serta dikerjakan 

tepat waktu dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit serta cukup dikerjakan 

dalam satu meja. Sebuah pelayanan yang baik tentunya akan memuaskan 

masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan adminitrasi yang disediakan. 

Apabila masyarakat merasa puas dalam pelayanan administrasi maka salah satu 

tugas dari sebuah pemerintahan dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan uraian 

sebelumnya, maka kerangka pikir digambarkan paradigma penelitian sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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Indikator Kinerja 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan waktu  
4. Efektivitas 

5. Kemandirian 

Robbins (2014:260) 


